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Abstract 

 
This study, conducted at the Bureau of Law, Organization, and Human Resources (HOS) of the Main 
Secretariat of the State Administration Agency, aims to analyze the implementation of employee competency 
development evaluations and formulate strategies for their optimization. The research problem lies in the 
lack of consistency and depth in the evaluation of the competency development process, the learning 
formats of the ASN Corporate University (ASN Corpu), and the ASN Corpu system. This study employed a 
descriptive qualitative approach through in-depth interviews and document analysis. The analysis was 
based on competency development management as outlined in PerLAN No. 10 of 2018 and the Kirkpatrick 
Evaluation Model, which encompasses four levels: Reaction, Learning, Behavior, and Result. The research 
findings indicate that competency development evaluations have been routinely implemented and cover 
assessments of suitability, effectiveness, and the four Kirkpatrick levels. However, its implementation has 
not been consistent or thorough across all forms of learning, so the traceability of the learning process to 
competency development outcomes remains limited. The study’s recommendations include defining 
evaluation components, strengthening measurement and monitoring, deepening the utilization of 
evaluation results, and conducting a comprehensive evaluation of the ASN Corpu system in phases. 
Keywords: evaluation; competency development; civil servants 
 

Abstrak 
 
Penelitian yang dilaksanakan di Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia (HOS) Sekretariat 
Utama Lembaga Administrasi Negara bertujuan untuk menganalisis penerapan evaluasi pengembangan 
kompetensi pegawai serta merumuskan strategi optimalisasinya. Permasalahan penelitian terletak pada 
belum konsisten dan mendalamnya evaluasi terhadap proses pengembangan kompetensi, bentuk 
pembelajaran ASN Corporate University (ASN Corpu), serta sistem ASN Corpu. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Analisis 
dilakukan berdasarkan pengelolaan pengembangan kompetensi dalam PerLAN No. 10 Tahun 2018 dan 
Model Evaluasi Kirkpatrick yang mencakup empat level, yaitu Reaction, Learning, Behavior, dan Result. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pengembangan kompetensi telah diterapkan secara rutin dan 
mencakup evaluasi kesesuaian, kemanfaatan, serta empat level Kirkpatrick. Namun, penerapannya belum 
konsisten dan mendalam pada seluruh bentuk pembelajaran sehingga keterlacakan dari proses pembelajaran 
hingga hasil pengembangan kompetensi masih terbatas. Rekomendasi penelitian meliputi penetapan 
komponen evaluasi, penguatan pengukuran dan pemantauan, pendalaman pemanfaatan hasil evaluasi, serta 
evaluasi menyeluruh terhadap sistem ASN Corpu secara bertahap. 
Kata Kunci: evaluasi; pengembangan kompetensi; PNS 
 

PENDAHULUAN 
Dalam era Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA), organisasi 
dituntut mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan lingkungan kerja. 
Kondisi tersebut juga berlaku pada instansi pemerintah yang harus meningkatkan 
kapasitas aparatur agar mampu mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan 
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publik. World Economic Forum (2026) memperkirakan bahwa pada 2030 sekitar 22% 
pekerjaan akan terdampak oleh transisi tenaga kerja, sehingga pengembangan kompetensi 
perlu dilakukan secara berkelanjutan agar selaras dengan perubahan kebutuhan 
organisasi. Dalam konteks pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu 
unsur penting dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional sehingga 
kompetensi, profesionalisme, dan kinerja pegawai perlu terus dikembangkan. 
 
Pengembangan kompetensi tidak hanya membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan 
yang tepat, tetapi juga evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan manfaat program. 
Evaluasi dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pengembangan kompetensi 
sekaligus menjadi dasar perbaikan program pada periode berikutnya. Hasil evaluasi dapat 
membantu organisasi mengidentifikasi kekurangan program, menilai kesesuaian metode 
pembelajaran, serta melihat penerapan hasil pembelajaran dalam pekerjaan. Dengan 
begitu, evaluasi adalah bagian yang penting dalam memastikan pengembangan 
kompetensi tetap sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi. 
 
Namun, manfaat evaluasi sangat dipengaruhi oleh kedalaman dan cakupan 
pengukurannya. Evaluasi tidak cukup hanya menilai reaksi atau kepuasan peserta, tetapi 
juga perlu memberikan gambaran mengenai hasil pembelajaran, perubahan perilaku kerja 
pegawai, hingga dampaknya terhadap kinerja organisasi. Sejumlah penelitian 
menunjukkan bahwa evaluasi pengembangan kompetensi masih cenderung berfokus pada 
reaksi peserta, sementara kajian yang menelusuri hasil pengembangan secara lebih 
menyeluruh masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk 
meneliti tentang evaluasi pengembangan kompetensi secara lebih mendalam. 
 
Sekretariat Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjadi lokus yang relevan, 
karena LAN memiliki peran strategis dalam pengembangan kompetensi ASN secara 
nasional. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Biro Hukum, Organisasi, dan 
Sumber Daya Manusia (HOS) memiliki fungsi dalam pengembangan kompetensi 
pegawai di lingkungan Sekretariat Utama LAN. Pengelolaan pengembangan kompetensi 
mengacu pada Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan 
Kompetensi PNS dan menggunakan pendekatan Corporate University (Corpu) 
sebagaimana diatur dalam Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2023. PerLAN Nomor 10 
Tahun 2018 mencakup tiga tahapan, yaitu penyusunan kebutuhan dan rencana 
pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan evaluasi 
pengembangan kompetensi. Evaluasi mencakup kesesuaian antara rencana dan 
pelaksanaan serta kemanfaatan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan 
kompetensi dan kinerja pegawai. 
 
Untuk memahami pelaksanaan evaluasi tersebut, diperlukan pemahaman mengenai 
bagaimana pengembangan kompetensi dilaksanakan karena karakteristik kegiatan yang 
dievaluasi menentukan informasi yang dapat dihimpun. Di Sekretariat Utama LAN, 
pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan ASN Corpu dengan 
pembelajaran formal learning, social learning, dan experiential learning. Monitoring 
dilakukan secara berkala melalui PIC unit dan berbagai sistem informasi, sedangkan 
evaluasi tahunan dilakukan oleh atasan melalui penilaian terhadap peningkatan 
kompetensi, peningkatan kinerja, dan kesesuaian pengembangan kompetensi dengan 
program kerja unit. 
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Meskipun mekanisme evaluasi telah tersedia, hasil wawancara pendahuluan 
menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya komprehensif. Evaluasi melalui 
model Kirkpatrick telah ditemukan pada keempat level, yaitu Reaction, Learning, 
Behavior, dan Result, tetapi penerapannya belum konsisten pada seluruh bentuk 
pengembangan kompetensi. Evaluasi reaction, learning, dan behavior masih dilakukan 
secara parsial, sedangkan evaluasi result relatif lebih terstruktur melalui penilaian 
tahunan. Selain itu, hasil evaluasi yang tersedia belum sepenuhnya menjelaskan penyebab 
perbedaan hasil pengembangan kompetensi maupun menelusuri perubahan dari 
pengalaman belajar hingga kontribusinya terhadap kinerja organisasi. 
 
Penelitian terdahulu mengenai pengembangan kompetensi PNS lebih banyak membahas 
aspek perencanaan, pelaksanaan, partisipasi pegawai, dan faktor penghambat, sedangkan 
evaluasi pengembangan kompetensi sebagai tahap untuk menilai keberhasilan dan 
manfaat pengembangan masih relatif kurang dikaji secara mendalam. Temuan penelitian 
terdahulu juga menunjukkan bahwa kelemahan pada tahapan pengembangan sebelumnya 
dapat memengaruhi pelaksanaan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada 
analisis evaluasi pengembangan kompetensi PNS di Biro HOS Sekretariat Utama LAN, 
khususnya untuk mengetahui bagaimana evaluasi dijalankan serta faktor-faktor yang 
memengaruhi pelaksanaan evaluasi tersebut. 
 
KAJIAN LITERATUR 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia 
Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan sumber daya 

di dalamnya, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya manusia atau yang disebut 
sebagai Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sebagai penggerak aktif dalam 
sebuah organisasi. Fungsi-fungsi MSDM tidak hanya terkait mengatur pekerjaan 
pegawai, namun MSDM juga berfungsi untuk merencanakan, mengadakan, memelihara, 
mendisiplinkan, serta mengembangkan kompetensi pegawai di suatu organisasi.  

Berikut adalah aspek-aspek dalam menjalankan MSDM: 
1) Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 
2) Rekrutmen dan seleksi 
3) Pelatihan dan pengembangan 
4) Manajemen kinerja 
5) Kompensasi dan penghargaan 

 
B. Kompetensi PNS 

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
menjalankan pekerjaan yang diberikan pada seorang pegawai dengan baik. Seseorang 
harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu untuk melakukan 
pekerjaannya dengan baik, dan kompetensi yang mumpuni memungkinkan seseorang 
untuk mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan organisasi (Syarmeny dkk., 2024). Berdasarkan Peraturan Menteri 
PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi, terdapat tiga jenis standar 
kompetensi jabatan yang harus dipenuhi oleh semua PNS, yaitu kompetensi Manajerial, 
Teknis, dan Sosial Kultural. 

 
C. Tahapan Pengembangan Kompetensi Sektor Publik 

Pengembangan kompetensi pada Sektor Publik di atur dalam Undang-Undang No. 
20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan lebih lanjut di atur dalam PerLAN 
No. 10 Tahun 2018 yang mengatur secara spesifik pengembangan kompetensi pada PNS. 
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Pada PerLAN No. 10 Tahun 2018, pengembangan kompetensi PNS dilaksanakan melalui 
tiga tahapan utama, yaitu: 

1) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;  
2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan 
3) Evaluasi pengembangan kompetensi.  
Kerangka tersebut memberikan landasan normatif yang bersifat makro dalam 

memastikan bahwa proses pengembangan kompetensi berjalan secara sistematis dan 
terstruktur. 

 
D. Model Evaluasi Kirkpatrick 

Menurut Winayarti dkk. (2021), evaluasi adalah sebuah kegiatan yang 
menggunakan prosedur-prosedur tertentu dengan mengumpulkan data serta 
mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan melihat bagaimana aplikasi data-data dari masing-
masing kriteria yang ada. Informasi yang didapat dari identifikasi dan klarifikasi tersebut 
kemudian ditarik beberapa kesimpulan apakah program tersebut telah berjalan sesuai 
dengan rencana, perlu perbaikan, atau apakah sebaiknya program tersebut dihentikan. 
Evaluasi bermanfaat sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan 
untuk memperbaiki program tersebut ke depannya.  

Salah satu teori dan evaluasi yang sering digunakan untuk mengevaluasi program 
adalah model Kirkpatrick (2008) yang dikembangkan oleh Daniel L. Kirkpatrick. Model 
ini mengidentifikasikan empat tahapan yang berbeda untuk mengevaluasi pelatihan, 
yaitu: 

1) Level 1 – Reaction: Tahap ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 
peserta setelah mengikuti program pembelajaran pengembangan kompetensi. 

2) Level 2 – Learning: Evaluasi pada tahap ini bertujuan untuk menilai sejauh 
mana peserta pelatihan memahami materi yang telah diajarkan selama 
program pengembangan kompetensi. Penilaian mencakup pengetahuan, 
keterampilan, sikap, kepercayaan diri, dan komitmen. 

3) Level 3 – Behavior: Evaluasi tahap ini bertujuan untuk menilai perubahan 
perilaku setelah peserta pelatihan kembali bekerja, perilaku yang dievaluasi 
berupa perilaku kerja yang berkaitan dengan program pengembangan yang 
telah diterima. Pada umumnya, evaluasi pada tingkat ini dilakukan secara 360 
derajat. 

4) Level 4 – Result: Tahap ini bertujuan untuk memahami dampak perubahan 
perilaku peserta dan dampaknya terhadap produktivitasnya dalam organisasi. 

 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan 
tersebut digunakan untuk memperoleh dan menyajikan gambaran yang komprehensif 
mengenai implementasi evaluasi pengembangan kompetensi dan strateginya di 
Sekretariat Utama Lembaga Administrasi Negara RI. Melalui pendekatan ini, peneliti 
berupaya menggambarkan kondisi aktual yang meliputi alur pelaksanaan, faktor-faktor 
yang menjadi hambatan, serta faktor-faktor yang mendukung proses implementasi 
strategi pengembangan kompetensi digital PNS di lingkungan Biro HOS Sekretariat 
Utama Lembaga Administrasi Negara RI. 
 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Ketiga metode tersebut dipilih untuk mendapatkan data yang valid dan akurat mengenai 
implementasi evaluasi pengembangan kompetensi dan strateginya di lingkungan Biro 
HOS Sekretariat Utama Lembaga Administrasi Negara RI. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Pelaksanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS 
Dalam menyajikan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, perlu adanya pemahaman 
mendalam mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi sebelum mengidentifikasi 
terkait evaluasi pengembangan kompetensi yang dilakukan di Biro HOS Sekretariat 
Utama LAN. Pembahasan mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi tidak 
dimaksudkan sebagai pembahasan terhadap proses pengembangan kompetensi secara 
terpisah, namun bertujuan untuk memahami kondisi yang memengaruhi pelaksanaan 
pada evaluasinya. Karakteristik pelaksanaan pengembangan kompetensi, baik dari 
metode, bentuk kegiatan, maupun keberlaksanaan pembelajaran, semua berkaitan dengan 
jenis informasi yang dapat dikumpulkan untuk memahami lebih lanjut mengenai 
kedalaman evaluasi yang dilakukan. 

 
1. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 
Pada aspek pelaksanaan pengembangan kompetensi, Biro HOS telah memiliki variasi 
metode dan struktur yang jelas, serta mekanisme pelaksanaan yang berjalan dengan 
terstruktur sesuai dengan PerLAN No. 10 Tahun 2018 dan pendekatan pengembangan 
kompetensi ASN Corpu yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi tersebut 
didukung oleh pembagian peran dalam ekosistem struktur Corpu, mulai dari CLO (Chief 
of Learning Officer) hingga GSO (Group Skill Owner) dan penunjukan PIC pada masing-
masing unit kerja. Selain melaksanakan program yang diselenggarakan, struktur tersebut 
memastikan bahwa semua kegiatan pengembangan kompetensi pegawai terdata melalui 
bukti pengembangan kompetensi yang disampaikan oleh pegawai melalui PIC, kemudian 
diklasifikasikan berdasarkan bentuk atau metode pembelajarannya. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi telah memiliki struktur 
kelembagaan dan mekanisme pembelajaran yang lebih luas daripada hanya 
menyelenggarakan pelatihan saja. 
 
Pada pengelolaannya, bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi di Biro HOS 
memiliki variasi dan metode pembelajaran yang cukup luas. Proses pembelajaran yang 
dilakukan di Biro HOS tidak lagi dipandang sebatas keikutsertaan pegawai dalam 
pelatihan atau pendidikan formal. Pendekatan ASN Corpu yang diterapkan di lingkungan 
LAN menempatkan pengembangan kompetensi sebagai proses pembelajaran yang 
terintegrasi dan berlangsung secara terus menerus, dan tidak hanya dilaksanakan ketika 
terdapat program pengembangan formal dengan anggaran dan surat tugas. Oleh sebab itu, 
Biro HOS menyediakan berbagai metode pembelajaran yang ditentukan berdasarkan tiga 
bentuk pembelajaran pada pendekatan ASN Corpu, yaitu formal learning, social 
learning, dan experiential learning.  
 
Pada formal learning, pembelajaran dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan, self-
learning melalui MOOC (Massive Open-Online Course), Webinar, seminar, serta 
pembelajaran berbasis LMS. Sementara itu, social learning dilaksanakan melalui 
kegiatan sharing knowledge, sharing session, FGD, bedah buku, serta berbagi 
pengalaman dan pengetahuan dari subject matter expert, pimpinan, maupun pegawai 
yang telah mengikuti penugasan atau tugas belajar baik di dalam atau luar negeri. Adapun 
experiential learning diterapkan melalui pengalaman kerja dan pola kerja dalam tim, 
seperti penunjukan koordinator atau penunjukan Ketua POKJA pada pegawai tertentu. 
Namun, dari sisi kesesuaian pengembangan kompetensi yang dilakukan dengan 
kebutuhan pekerjaan pegawai, pelaksanaan pengembangan kompetensi menunjukkan 
hasil yang berbeda tergantung pada karakter kegiatan yang diikuti. Misalnya, pegawai 
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menilai bahwa pelatihan teknis yang diusulkan oleh pegawai berdasarkan kebutuhan 
individu dan unit dirasa lebih relevan dengan kebutuhan. Sebaliknya, kegiatan 
pembelajaran yang bersifat umum seperti webinar tertentu lebih berfungsi sebagai 
tambahan pengetahuan meskipun tidak selalu dapat secara langsung memenuhi 
kebutuhan pekerjaan. 
 
Di sisi lain, pada level sistem pendekatan ASN Corpu telah menyediakan banyak metode 
dan alternatif dari pembelajaran serta pengembangan kompetensi yang ada. Namun pada 
kenyataannya, beberapa metode pengembangan tertentu sulit untuk diperoleh 
dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti adanya efisiensi anggaran, kendala beban kerja 
dan pembagian waktu, serta infrastruktur pembelajaran daring yang belum maksimal. 
Sehingga meskipun ketiga metode pengembangan kompetensi telah diperkenalkan dan 
diupayakan penerapannya secara aktif dalam lingkungan unit dan pegawai, kendala-
kendala tersebut dapat memengaruhi variasi jenis dan tingkat kedalaman pengembangan 
kompetensi yang dapat diakses oleh pegawai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
implementasi antar ketiga bentuk pembelajaran belum berlangsung dengan tingkat 
keteraturan yang sesuai. Kondisi tersebut terlihat terutama pada bentuk pembelajaran 
experiential learning. Bentuk pembelajaran tersebut pada dasarnya telah berjalan dan 
diterapkan oleh pegawai, namun belum banyak dilaporkan kepada pengelola 
pengembangan kompetensi, sehingga berindikasi pada rendahnya data pelaksanaan 
experiential learning. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya 
pelaporan dan pendokumentasian aktivitas pembelajaran yang berlangsung dalam 
pekerjaan sehari-hari pegawai. dengan begitu, artinya terdapat perbedaan antara 
pelaksanaan pembelajaran di lapangan dengan input metode pengembangan kompetensi 
tersebut ke dalam laporan sistem pengembangan kompetensi Biro HOS. 

 
2. Evaluasi Pengembangan Kompetensi 
Evaluasi pengembangan kompetensi yang dilakukan di Biro HOS dilaksanakan sebagai 
bagian dari proses pengelolaan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara 
berkala. Berdasarkan PerLAN No. 10 Tahun 2018, evaluasi pengembangan kompetensi 
dilakukan melalui dua mekanisme penilaian, yaitu; 1) kesesuaian antara Rencana 
Pengembangan Kompetensi dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan 2) 
kemanfaatan pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi 
dan kinerja pegawai. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, kedua aspek 
tersebut telah menjadi bagian dari praktik pengelolaan pengembangan kompetensi di Biro 
HOS, meskipun dalam pelaksanaannya masih memiliki keterbatasan pada cakupan, 
konsistensi, dan evaluasi. 
 
Pada aspek evaluasi kesesuaian antara Rencana Pengembangan Kompetensi dan 
pelaksanaan, mekanisme monitoring pengembangan kompetensi di Biro HOS dilakukan 
dengan membandingkan serta mencatat realisasi kegiatan pengembangan kompetensi 
yang telah dilaksanakan oleh pegawai maupun unit. K.3 menjelaskan bahwa PIC pada 
masing-masing unit termasuk pada Biro HOS mendata pelatihan dan kegiatan 
pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai, termasuk dengan klasifikasi 
metode pembelajaran yang dilaksanakan. Data tersebut kemudian menjadi referensi dari 
pembuatan Rencana Pengembangan Kompetensi per individu pegawai selanjutnya, 
sebagai bagian dari monitoring pengembangan kompetensi Biro HOS, dan diberikan 
kepada Pusdatin selaku pengelola data pengembangan kompetensi LAN secara instansi. 
Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi tidak 
hanya berhenti pada tahap penyelenggaraan program, tapi juga diikuti dengan proses 
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pencatatan dan pemantauan realisasi pada tingkat unit. Mekanisme tersebut 
memungkinkan pengelola pengembangan kompetensi memperoleh informasi mengenai 
kegiatan yang telah diikuti oleh pegawai serta bentuk pembelajaran yang telah 
dilaksanakan. 
 
Selain menggunakan data yang direkapitulasi sebagai sarana monitor, monitoring yang 
dilakukan di Biro HOS atau Sekretariat Utama LAN secara keseluruhan juga dilakukan 
melalui beberapa program khusus bulanan Corpu yaitu Corpu Insight yang dibuat sebagai 
bentuk akuntabilitas Biro HOS selaku CLO dan konfirmasi data terhadap para pegawai 
dalam unit yang telah menjalani pengembangan kompetensi per bulannya. Program 
tersebut pada dasarnya telah mengikuti arah pengembangan kompetensi yang 
direncanakan melalui pendekatan ASN Corpu, termasuk pelaksanaan formal learning, 
social learning, dan experiential learning. Namun, kesesuaian antara rencana dan 
realisasi belum sepenuhnya dapat ditunjukkan secara komprehensif karena tidak seluruh 
aktivitas pembelajaran yang dilakukan dapat terdokumentasi dengan tingkat kelengkapan 
yang sama. Hal itu terutama berkaitan dengan aktivitas experiential learning yang pada 
dasarnya telah dilakukan oleh pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, tetapi 
belum sepenuhnya dilaporkan kepada pengelola data pelatihan/monitoring dan evaluasi, 
sehingga masih ditemukan adanya perbedaan antara pelaksanaan pengembangan 
kompetensi yang terjadi sebenarnya di lapangan, dengan pelaksanaan pengembangan 
yang terdokumentasi dalam sistem pengelolaan pengembangan kompetensi. Hal itu dapat 
berindikasi pada kurangnya data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi guna melihat 
apakah pelaksanaan pengembangan kompetensi telah berjalan secara linear dengan 
rencana pengembangan kompetensi yang ditetapkan. 
 
Pada aspek kemanfaatan pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan 
kompetensi dan kinerja pegawai, Biro HOS telah memiliki mekanisme evaluasi tahunan 
yang melibatkan pimpinan unit sebagai penilai. Evaluasi tersebut menilai tiga aspek atau 
tiga pertanyaan utama, yaitu; 1) apakah terjadi peningkatan kompetensi pegawai setelah 
mengikuti pengembangan kompetensi, 2) apakah terjadi peningkatan kinerja, dan 3) 
apakah program pengembangan kompetensi yang diberikan memiliki linearitas dengan 
program unit kerja. Rincian mengenai hasil evaluasi tahunan yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 

Grafik 1. Evaluasi Kebermanfaatan Pengembangan Kompetensi Tahun 
2025 (Dalam Persen) 
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Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2026) 

Diketahui bahwa terdapat 13,10% atasan pegawai yang tidak menyetujui adanya 
peningkatan kompetensi pegawai setelah mengikuti pengembangan kompetensi, 13,80% 
atasan pegawai yang tidak menyetujui adanya peningkatan kinerja pegawai setelah 
mengikuti pengembangan kompetensi, serta 13,80% atasan pegawai yang tidak 
menyetujui bahwa program pengembangan kompetensi telah selaras dengan program unit 
kerja. Berdasarkan rekapitulasi penilaian tersebut, mayoritas pimpinan memberikan 
penilaian positif terhadap ketiga aspek. Namun, masih terdapat penilaian yang 
menunjukkan tidak adanya peningkatan kompetensi, tidak adanya peningkatan kinerja, 
maupun kesesuaian antara program pengembangan dengan program unit kerja. Temuan 
tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kemanfaatan telah menghasilkan informasi 
mengenai keberhasilan maupun ketidaksesuaian hasil pengembangan kompetensi, namun 
belum sepenuhnya memberikan penjelasan mengenai faktor lebih rinci yang 
menyebabkan hasil tersebut, sehingga perlu tindak lanjut terhadap hasil evaluasi untuk 
ditinjau lebih lanjut sejauh mana hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan 
perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pada periode berikutnya. 
 
Ditambah, evaluasi yang dilakukan masih cenderung bersifat top-down dan dilakukan 
terhadap pegawai berdasarkan program pengembangan kompetensi yang telah diikuti. 
Sementara itu, evaluasi terhadap keseluruhan sistem pengembangan kompetensi dalam 
pendekatan kerangka ASN Corpu belum dilakukan secara menyeluruh. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa evaluasi yang berjalan telah mampu memberikan informasi 
mengenai kebermanfaatan program terhadap pegawai individu dan unit kerja, tetapi 
belum sepenuhnya menghasilkan gambaran mengenai efektivitas pengembangan 
kompetensi yang terintegrasi. 
 
Berdasarkan kedua aspek evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme 
evaluasi pengembangan kompetensi di Biro HOS telah dilaksanakan sesuai dengan ruang 
lingkup evaluasi dalam PerLAN No. 10 Tahun 2018, yaitu melalui pemantauan 
kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta penilaian terhadap kemanfaatan 
pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai. 
Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten dan menyeluruh. Pada aspek 
kesesuaian rencana dan pelaksanaan, mekanisme pendataan dan monitoring tersedia, 
tetapi belum terhadap keseluruhan aktivitas pengembangan kompetensi, khususnya pada 
experiential learning yang belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem pelaporan. 
Sementara itu, pada aspek kebermanfaatan, evaluasi tahunan telah memberikan informasi 
mengenai peningkatan kompetensi, peningkatan kinerja, serta linearitas program dengan 
kebutuhan unit kerja, tetapi cakupan penilaiannya masih terbatas terutama pada perspektif 
atasan dan evaluasi per program. Dengan begitu, evaluasi pengembangan kompetensi 
telah berjalan secara formal, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam kelengkapan 
dokumentasi, cakupan penilaian, dan kedalaman informasi yang dihasilkan. 
 
B. Evaluasi Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Model Kirkpatrick 
Setelah melihat bagaimana pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi dikelola 
berdasarkan PerLAN No. 10 Tahun 2018 dari proses penyusunan kebutuhan dan rencana 
pengembangan kompetensi hingga ke tahap evaluasi, analisis selanjutnya berfokus pada 
proses evaluasinya berdasarkan model teori evaluasi Kirkpatrick. Dalam teori 
Kirkpatrick, evaluasi pengembangan kompetensi mencakup empat level penilaian. Teori 
Kirkpatrick digunakan untuk memberikan hasil pengukuran evaluasi yang terperinci 
dengan memperhatikan empat level atau empat dimensi yang terdiri dari level Reaction, 
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Learning, Behavior, dan Result. Teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan pengembangan kompetensi yang dilakukan di lingkungan Biro HOS dari 
tahap pelaksanaan program hingga pasca pengembangan kompetensi. 

 
1. Level 1: Reaction 
Pada level 1 (reaction), evaluasi ditujukan untuk mengetahui respons peserta terhadap 
program pengembangan kompetensi yang telah diikuti. Berdasarkan hasil wawancara, 
evaluasi terhadap respons peserta telah dilakukan pada beberapa kegiatan pengembangan 
kompetensi melalui pemberian kuesioner digital setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 
Evaluasi tersebut digunakan untuk memperoleh umpan balik mengenai penyelenggaraan 
pembelajaran, antara lain berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasaran, fasilitator, serta 
kebutuhan atau saran dan masukan tema pembelajaran berikutnya. K.3 menjelaskan 
bahwa evaluasi terhadap peserta dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pengembangan 
sebagai salah satu bentuk pemantauan terhadap penyelenggaraan pembelajaran, 
mencakup aspek yang berkaitan dengan respons peserta terhadap pengalaman 
pembelajaran, khususnya kepuasan terhadap fasilitas, sarana dan prasarana, fasilitator, 
serta tanggapan mengenai kebutuhan pembelajaran berikutnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa pada kegiatan pelatihan tertentu telah tersedia instrumen yang dapat digunakan 
untuk memperoleh informasi mengenai reaction peserta. 
 
Praktik evaluasi pada level 1 (reaction) telah dilakukan dalam pelaksanaan 
pengembangan kompetensi di Biro HOS. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan 
secara konsisten pada seluruh bentuk pengembangan kompetensi. Pengukuran kepuasan 
peserta pengembangan kompetensi masih dilakukan pada program-program tertentu dan 
belum secara menyeluruh dari perspektif pegawai. kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
belum semua kegiatan pembelajaran memiliki indikator dan mekanisme khusus untuk 
mengukur respons atau kepuasan peserta pengembangan kompetensi sehingga masih 
terdapat adanya perbedaan cakupan kegiatan yang dievaluasi. Evaluasi level 1 (reaction) 
telah diterapkan pada beberapa program, khususnya pada pelatihan, namun belum secara 
konsisten diterapkan pada seluruh bentuk pembelajaran dalam pendekatan ASN Corpu. 
 
Berdasarkan temuan tersebut, implementasi evaluasi level 1 (reaction) di Biro HOS telah 
berjalan, tetapi belum terstandarisasi dan belum mencakup seluruh bentuk pengembangan 
kompetensi. Kegiatan pelatihan telah memiliki praktik pemberian kuesioner kepada 
peserta setelah kegiatan, sementara pada kegiatan pembelajaran lainnya, seperti 
pembelajaran kompetensi generic belum sepenuhnya memiliki mekanisme pengukuran 
kepuasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi level 1 (reaction) masih lebih kuat 
pada kegiatan yang berbentuk program pelatihan dibandingkan pembelajaran yang 
berlangsung pada bentuk lain. 

 
2. Level 2: Learning 
Pada level ini, evaluasi diarahkan untuk mengetahui sejauh mana peserta pengembangan 
kompetensi memperoleh atau mengalami perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, 
atau aspek pembelajaran lainnya sebagai akibat dari program yang diikuti. Berdasarkan 
hasil wawancara dan telaah dokumen, pengukuran hasil pembelajaran belum 
menunjukkan mekanisme yang diterapkan secara seragam pada seluruh kegiatan 
pengembangan kompetensi. Berbeda dengan evaluasi level 1 (reaction) yang relatif lebih 
mudah dilakukan segera setelah kegiatan pembelajaran selesai, pengukuran level 2 
(learning) membutuhkan instrumen yang dapat menunjukkan adanya hasil pembelajaran 
dari kegiatan yang telah diikuti. Dalam praktik pengembangan kompetensi di Biro 
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HOS,bukti pengukuran tersebut terlihat lebih jelas pada metode pengembangan formal 
learning dibandingkan dengan social learning dan experiential learning. Selain itu, dari 
ketiga metode pembelajaran, pengukuran yang paling jelas adalah pada pola 
pembelajaran formal learning, evaluasi level 2 (learning) pada pola pembelajaran social 
learning dilakukan melalui survei refleksi pembelajaran, sementara evaluasi level 2  pada 
pola pembelajaran experiential learning diserahkan kepada masing-masing unit atau 
group skill. Kondisi tersebut berindikasi pada kegiatan evaluasi level 2 yang belum 
dilaksanakan secara merata terhadap seluruh metode pembelajaran yang dilakukan karena 
evaluasi pada level 2 lebih difokuskan terhadap apa rencana pembelajaran atau rencana 
kompetensi selanjutnya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur hasil perubahan 
pengetahuan sebagian besar mengandalkan penilaian berupa dialog kerja antara pegawai 
dengan atasan terkait. 
 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan evaluasi level 2 belum sepenuhnya 
terstandarisasi, hal ini semakin relevan karena pendekatan ASN Corpu yang diterapkan 
di lingkungan LAN tidak hanya menggunakan formal learning, namun juga social 
learning dan experiential learning. Bentuk pembelajaran seperti diskusi, sharing 
knowledge, coaching, mentoring, maupun pengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan 
memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelatihan formal sehingga hasil 
pembelajarannya tidak selalu dapat dilakukan menggunakan instrumen yang sama. 
Terdapat perbedaan antara pengukuran hasil belajar suatu kegiatan dengan pengukuran 
perubahan kompetensi individu sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Post-test pada formal 
learning dapat memberikan informasi mengenai penguasaan peserta terhadap materi 
setelah pembelajaran, tetapi belum bisa dengan sendirinya menunjukkan seberapa besar 
perubahan kompetensi yang terjadi dibandingkan dengan kondisi sebelum pembelajaran. 
Sementara, dialog kerja dan identifikasi rencana pembelajaran/kompetensi selanjutnya 
memberikan informasi mengenai kebutuhan atau perkembangan pegawai, namun belum 
sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengukuran perubahan hasil pembelajaran 
secara kuantitatif atau terukur. 
 
Dengan demikian, berdasarkan temuan penelitian pada wawancara, evaluasi level 2 
(learning) telah memiliki bentuk penerapan pada kegiatan tertentu, tetapi belum terdapat 
mekanisme pengukuran hasil pembelajaran yang seragam dan terdokumentasi secara 
menyeluruh pada berbagai metode pembelajaran. 

 
3. Level 3: Behavior 
Di level 3 (behavior), evaluasi diarahkan untuk mengetahui adanya perubahan perilaku 
atau penerapan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan pekerjaan setelah pegawai 
mengikuti program pengembangan kompetensi. Berdasarkan hasil penelitian, unsur 
evaluasi pada level 3 di Biro HOS ditemukan melalui penilaian atasan terhadap pegawai 
setelah ia mengikuti pengembangan kompetensi. Penilaian tersebut terutama tercermin 
dalam instrumen evaluasi pengembangan kompetensi tahunan yang meminta atasan 
untuk memberikan penilaian terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai. 
Dengan demikian, evaluasi tidak hanya melihat pengalaman pegawai selama mengikuti 
program, tetapi juga berupaya mengetahui manfaat pengembangan kompetensi setelah 
pegawai kembali melaksanakan pekerjaannya. 
 
Selain itu, atasan pegawai menilai bahwa perubahan perilaku setelah pengembangan 
kompetensi dapat dilihat melalui kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan 
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dalam unitnya. Namun, berdasarkan perspektif 
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pegawai perubahan perilaku yang paling terlihat terlepas dari hasil pelatihan teknis adalah 
terkait soft skill yang dimiliki, misalnya seperti pola komunikasi antar pegawai yang 
berubah dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim yang mengalami peningkatan 
seiring waktu sehingga perubahan setelah mengikuti pengembangan kompetensi tidak 
selalu dapat diamati secara langsung sebagai suatu perubahan perilaku yang berdiri 
sendiri. Perubahan lebih banyak dilihat melalui pelaksanaan tugas dan kemampuan 
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, penilaian terhadap perubahan 
tersebut masih terutama diperoleh dari perspektif atasan langsung pegawai. Kondisi ini 
menyebabkan informasi mengenai perubahan perilaku pegawai belum diperoleh dari 
berbagai perspektif penilaian secara menyeluruh. Dengan demikian, evaluasi pada level 
3 (behavior) telah berjalan, namun kedalaman pengukurannya masih terbatas pada 
pengamatan dan penilaian atasan terhadap perubahan kompetensi dan kinerja pegawai. 
Hal tersebut juga menunjukkan adanya tantangan tersendiri dalam mengukur level 3 pada 
lingkungan ASN Corpu. Pengembangan kompetensi di Biro HOS tidak hanya diperoleh 
melalui satu kegiatan pelatihan, tapi juga dapat berlangsung melalui interaksi, diskusi, 
dialog, sharing knowledge, pengalaman kerja, maupun bentuk pembelajaran lainnya. 

 
4. Level 4: Result 
Pada evaluasi level 4 (results), evaluasi diarahkan untuk mengetahui dampak yang 
dihasilkan oleh pengembangan kompetensi terhadap hasil kerja atau organisasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, level ini merupakan bentuk evaluasi dengan mekanisme 
yang relatif lebih terstruktur dibandingkan level lainnya. Evaluasi dilakukan melalui 
instrumen evaluasi pengembangan kompetensi tahunan yang melibatkan atasan langsung 
pegawai terkait dalam unit. Penilaian tersebut mencakup aspek penilaian peningkatan 
kompetensi pegawai, peningkatan kinerja pegawai, serta kesesuaian atau linearitas 
program pengembangan kompetensi dengan program di unit kerja. Dengan demikian, 
evaluasi telah diarahkan untuk melihat manfaat pengembangan kompetensi tidak hanya 
dari sisi individu pegawai, namun juga keterkaitannya dengan unit kerja. 
 
Mekanisme yang dilakukan pada level ini adalah evaluasi tahunan, dimana atasan 
langsung pegawai menilai dampak dan kebermanfaatan pengembangan kompetensi 
terhadap pegawai yang berada dalam unit tanggung jawabnya. Evaluasi dampak tersebut 
tidak hanya dilakukan melalui penilaian umum terhadap kebermanfaatan pengembangan 
kompetensi, namun juga dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai. 
Setelah mengikuti pelatihan, pegawai dapat dapat menyusun rencana aksi atau rencana 
pengembangan yang kemudian dipantau melalui komunikasi antara pimpinan dan 
pegawai. Selain itu, penilaian kinerja melalui SKP dilakukan secara berkala, dan salah 
satu aspek yang diperhatikan adalah adanya peningkatan kinerja setelah pegawai 
mengikuti pengembangan kompetensi. 
 
Kemudian terdapat beberapa perspektif dari PNS selaku penerima pengembangan 
kompetensi, selain merasakan dampak positif dari pengembangan kompetensi yang 
dilakukan terhadap pekerjaan mereka, ada juga yang menilai bahwa pengembangan 
kompetensi yang dilakukan belum sepenuhnya tepat sasaran terhadap pekerjaan yang 
dijalankan. Kondisi tersebut berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian antara jabatan 
fungsional yang dimiliki dengan tugas yang dikerjakan, sehingga jenis pengembangan 
kompetensi yang dianggap paling relevan belum dapat diikuti secara langsung. Meski 
evaluasi dampak terhadap kinerja pegawai telah dilakukan, pengukuran pada tingkat 
organisasi belum sepenuhnya menunjukkan mekanisme yang terukur secara 
komprehensif. Dengan begitu, terdapat perbedaan antara adanya penilaian terhadap 
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manfaat pengembangan kompetensi dengan tersedianya pengukuran kontribusi 
pengembangan kompetensi pegawai terhadap hasil organisasi secara spesifik dan terukur.  
 
Keterbatasan lainnya juga terletak pada cakupan evaluasi. Evaluasi yang selama ini 
dilakukan masih berorientasi pada individu dan program tertentu setelah pegawai 
menyelesaikan pengembangan kompetensi. Sementara itu, evaluasi terhadap keseluruhan 
sistem pendekatan ASN Corpu dalam pengelolaan pengembangan kompetensi belum 
pernah dilakukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi level 4 (result) di Biro 
HOS telah mampu memberikan informasi mengenai kebermanfaatan pengembangan 
kompetensi pada tingkat individu dan program, tetapi belum sepenuhnya berkembang 
menjadi pengukuran dampak pada tingkat organisasi dan sistem pengembangan 
kompetensi secara keseluruhan. 
 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pengembangan kompetensi PNS di Biro Hukum, 
Organisasi, dan SDM Sekretariat Utama LAN telah dilaksanakan melalui monitoring 
kesesuaian rencana dan realisasi pengembangan kompetensi serta evaluasi kemanfaatan 
terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai. Evaluasi didukung oleh PIC unit, 
monitoring Corpu, pelaporan realisasi, dan evaluasi tahunan. Berdasarkan model 
Kirkpatrick, keempat level (Reaction, Learning, Behavior, dan Result) telah ditemukan 
dalam praktik, tetapi penerapannya belum konsisten dan memiliki kedalaman yang 
berbeda. Level Result relatif lebih terstruktur, sedangkan Reaction, Learning, dan 
Behavior masih diterapkan secara parsial. Selain itu, dokumentasi, khususnya 
experiential learning, belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh aktivitas 
pengembangan kompetensi. Kondisi tersebut menyebabkan keterlacakan hasil 
pengembangan kompetensi dari proses pembelajaran hingga kontribusinya terhadap 
kinerja unit dan organisasi belum optimal.  
 
Pelaksanaan evaluasi dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa landasan kebijakan, 
pendekatan ASN Corpu, pembagian peran CLO, GSO, dan PIC, keterlibatan pimpinan, 
serta dukungan sistem monitoring dan informasi. Faktor penghambat meliputi 
keterbatasan waktu dan beban tugas PIC, keterlambatan atau ketidaklengkapan data, serta 
perbedaan karakteristik pelaksanaan pembelajaran formal, social, dan experiential. 
Dengan demikian, pelaksanaan pengembangan kompetensi menjadi salah satu kondisi 
yang memengaruhi evaluasi karena karakteristik kegiatan dan ketersediaan dokumentasi 
menentukan kelengkapan informasi yang dapat dievaluasi. 

 
Saran 
Optimalisasi evaluasi pengembangan kompetensi perlu diarahkan pada penguatan praktik 
yang telah berjalan, bukan pembentukan sistem baru yang berdiri sendiri. Pertama, Tim 
Corpu dan pengelola evaluasi perlu menetapkan komponen evaluasi minimal yang 
disesuaikan dengan karakteristik formal, social, dan experiential learning. Kedua, pada 
program prioritas dengan tujuan pembelajaran yang spesifik, pengukuran hasil belajar 
dapat diperkuat melalui pre-test dan post-test atau metode yang sesuai, disertai 
pemantauan penerapan hasil pembelajaran di tempat kerja melalui dialog kinerja, rencana 
aksi, atau penugasan. Ketiga, hasil evaluasi tahunan mengenai peningkatan kompetensi, 
peningkatan kinerja, dan linearitas pengembangan kompetensi perlu dimanfaatkan lebih 
lanjut untuk mengidentifikasi kondisi yang memengaruhi hasil dan menjadi masukan bagi 
perencanaan pengembangan berikutnya. Keempat, evaluasi dapat dikembangkan pada 
tingkat keseluruhan sistem ASN Corpu agar tidak hanya menggambarkan hasil individu 
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atau program, tetapi juga pelaksanaan dan manfaat sistem secara lebih menyeluruh. 
Seluruh penguatan tersebut perlu memanfaatkan sistem yang telah tersedia dan dilakukan 
secara proporsional agar tidak menambah beban administratif pegawai. 
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